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Mengingat

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

oa.

bahwa untuk menciptakan identitas yang mampu
memberikan citra publik yang positif dan kuat
terhadap Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
dipandang perlu, merubah lambang Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung dan Perubahan Institut Agama
Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000
tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada
Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan
Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001
tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan
Tinggi Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam
dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama
Negeri di Lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan

Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi Agama Islam,;

Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program

Studi pada Perguruan Tinggi Agama [slam;



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan

Layanan Umum;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 93) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 85
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1359);

Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013

tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
253);

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014
tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1056);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 769);



Mengingat

31. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1290);

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1687);

34. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan
Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang
Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);

35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
330/PMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN
2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR.

Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor
20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1056) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis di

bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berbentuk Pola Dasar Masjid melambangkan

Universitas sebagai:

a.

b.

C.

Pusat pembinaan akhlak dan kepribadian
Muslim;
Pusat pencerahan dan transformasi ipteks; dan

Pusat pengembangan peradaban Islam.

Lambang berbentuk 5 (lima) elemen, melambangkan

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, terdiri

dari unsur-unsur dengan inti pengertian:

a.

Kubah dan Pintu Masjid, menggambarkan UIN
Alauddin sebagai wadah penerapan dan
pengembagan Tridharma Perguruan Tinggi yang
berbasis pada ajaran Islam. Pintu Masjid
menggambarkan UIN Alauddin sebagai pintu
gerbang pembangunan manusia muslim yang
berakhlak mulia dan berpegang teguh pada
kebenaran Islam;

Perahu Phinisi, tampak dari hadapan
menggambarkan keberadaan UIN Alauddin di

Wilayah Sulawesi Selatan dan keuletan serta



kekokohan dalam perjalanan mengemban misi
untuk mencapai tujuan UIN Alauddin Makassar;
Mata Pena, menggambarkan UIN Alauddin
sebagai pusat tranformasi dan pengembangan
iptek yang Dberbasis pada prinsip dan
universalitas Islam;

2 (dua) buku yang terintegrasi, yaitu buku
berwarna hijau yang digambarkan sebagai al-
Quran dan hadis serta buku berwarna putih
yang digambarkan sebagai ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, melambangkan misi integrasi
keilmuan yang diemban UIN Alauddin sebagai
Kampus Peradaban;

Mozaik Islam, yang berbentuk Bintang Delapan
melambangkan peran UIN Alauddin sebagai
pusat pencerdasan, pencerahan, dan prestasi.
Angka 1965 dengan pola aksara lontara
melambangkan tahun  kelahiran  IAIN/UIN
Alauddin dan komitmen untuk berpegang pada
akar budaya dan kearifan lokal,

Font Philosopher pada tulisan ”ALAUDDIN”
melambangkan komitmen UIN Alauddin untuk
memberikan pelayanan yang fleksibel, luwes dan
terbuka untuk menjadi kampus yang lebih baik.
Font Kartika pada tulisan "UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI” dan “MAKASSAR” melambangkan
kekuatan, keyakinan, ketegasan, dan komitmen
untuk mewujudkan pendidikan yang bekualitas
dan berdaya saing tinggi; dan

Warna hijau (kode gradasi #006d45)
melambangkan kesuburan, kesejukan, dan
kesungguhan melakukan inovasi tanpa henti
untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara.
Warna kuning emas (kode gradasi #efb646)
melambangkan  kejayaan, kemuliaan, dan

pengabdian tanpa kenal batas.



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 232

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI

Kepala-Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003



